PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN .

| Mvév‘:nimbang : .

Mengmgat

u Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, perlu diganti;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan

. WALIKOTA BALIKPAPAN
- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR o

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
- NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

" WALI KOTA BALIKPAPAN,

‘a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada
. masyarakat guna menumbuh kembangkan perekonomian serta
~ untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya
- pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota
‘Balikpapan secara efektif, efisien dan profesional; |

!

~ 'b.bahwa dalam rangka menyesumkan perkembangan situasi dan

kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

~ Tingkat IT Bahkpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat 1
Balikpapan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Yang

~ Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah

'I

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

E Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Ballkpapan,
. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9} Sebagai Undang—

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

. Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indone31a .
- Nomor 1820); o . . o , ‘

. Undan -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrmtahan’
Daeralf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
' 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang—Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indones1a



_}Tahun 2015 Nomor 58, 'I‘ambahan Lembaran‘ Négara Republlk‘f._?"t:l B
f;..:.Indonesm Nornor 5679); - . SEICRPRL I 1 L

."-::.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan,"f o

: . Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

2017 Nomor 305, Tambahan ' Lembaran Negara Repubhk T
»“‘.'Indonesm Nomor 6173) S RO G

Dengan Persetu_]uan Bersarna v TR T
S DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

WA,U.. KOTA BALI’KPAPAN o
MEMUTUSKAN

;Menetapkan 'PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH"f*f-‘
S ~ MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN.. | FET PA

 BABI
KETENTUAN UMUM

; R }‘ Pasall
;Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- n.‘_“‘j:?}‘Dacrah adalah Kota Bahkpapan g

:‘.’,f;,:Pemenntah Daerah adalah - Wali Kota - sebagal ‘unsur penyelenggara‘
_:’-Pemenntahan Daerah yang mermrnpm pclaksanaan urusan pemenntahan yang o
- mcn_]adl kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan L : : '

.Ej;,Wah Kota adalah Wah Kota Bahkpapan

4. 'Kepala Daerah Yang Mewaklh Pemerintah Daerah Dalam Kepemlllkan Kekayaan
-~ Daerah Yang Dlplsahkan Pada Perumda Manuntung Sukses yang: selanjutnya
E "‘[dlsmgkat KPM adalah organ Perumda Manuntung Sukses yang memegang":;; '
kekuasaan tert1ngg1 dalam Perumda Manuntung Sukses dan mcmegang segala At
:kewcnangan yang tldak dlserahkan kepada Dll‘CkSl atau Dewan Pengawas

'Pe‘rusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Bahkpapan yang
_selanjutnya ‘disebut  Perumda Manuntung Sukses adalah Badan Usaha Mlllkl:-,f- P
“Daerah. yang seluruh ‘modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham .

o dan/atau Jjasa yang ‘bermutu tinggi dan sckahgus memperoleh keuntungan
ifvﬁv_berdasarkan pr1n81p perusahaan L o R S

i'j};Dlt‘CkSl adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota- .
_Balikpapan yang bertanggung Jjawab atas . pengurusan Perusahaan untuk -
f".f_kepentmgan ‘dan  tujuan Perumda =~ Manuntung Sukses serta mewakﬂl j?i:_f
}],‘Perusahaan balk d1 dalam maupun d1 luar pengadllan Ll TE e T

.‘,«}Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umurn Daerahf;f_;“g .
"'”Manuntung Sukses Kota Bahkpapan bertugas ‘melakukan - pengawasan dan e
‘memberikan nasehat kepada Direksi dalam: menjalankan keglatan pengumsan__;f‘:‘j;;,’ _
,fPerusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses ST :

dengan. tuJuan ‘untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang ‘.



8. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena 1katari formal '

~ antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ket1ga untuk bersama-sama
" melakukan suatu kcglatan usaha guna mencapai suatu tuJuan tertentu yang o

: sahng menguntungkan

9. Pihak Ketiga adalah Instan31 Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar
Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing,

Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing,

‘Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan ‘Daerah
lamnya : C : -
: n
| 10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari

~ anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal S

‘Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses.

11, Obhgas1 adalah penerbltan surat berharga atau sertifikat yang berisi pengakuan _
hutang atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Umum Daerah
Manuntung Sukses dari pemberi pinjaman dan/atau pemodal. P

t
!

. 12.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan o

Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses yang merupakan salah satu'

langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna o

_ memperba1k1 klnerja dan memngkatkan nilai tambah _ s i
13. Pegawal adalah Pegawa1 Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota'ﬁ o
- Balikpapan. : : ;
- 14, Rapat Dewan Pengawas adalah Organ Perumda memegang kekuasaan tertlnggl_
dalam Perumda . i

o | BAB II -
_NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah deng
nama Perumda Manuntung Sukses.

o (2) Perumda Manuntung Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan B

“peralihan nama dari Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah. ’I‘mgkat I

" Balikpapan. RE
(3) Perumda Manuntung Sukses merupakan Badan Hukum yang berkedudukan:

-~ dan berkantor pusat di Daerah. |

(4) Jangka waktu berdirinya Perumda Manuntung Sukses terhltung sejak -

berdlrmya Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah ngkat I Bahkpapan i
| BAB III S
 TUJUAN B
, ‘ ‘Pasal 3
Pendman Perumda Manuntung Sukses bertujuan untuk:
a. memberikan manfaat bagx pcrkembangan perekonomlan daerah pada
‘umumnya; .
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum- berupa pcnyedla barang dan/ atau Jasa' :
yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola

-~ perusahaan yang baik; dan
- C. memperolah laba dan /atau untuk penmgkatan Pendapatan Ash Daerah



' BAB IV |
BIDANG USAHA
- Pasal 4.

(1) Perumda Manuntung Sukses membxdangl keglatan usaha R E
a. Real Estate; v o S
b",}Transportam dan Pergudangan,

: :.,,-:Pembersman Limbah dan Sampah; o
d. Pengadaan LlStl'lk Gas, Uap / Air Panas dan Udara Dmgm,
e. Kepelabuhanan : O ”
f.-Pasar; .
g 'I‘enaga Ker]a R I
S Advert1s1ng kawasan tertentu | S o o
‘(2) Pengembangan jenis -usaha - selain sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),  ‘? .
d11akukanv setelah mendapat persetujuan KPM e S :

BAB V
MODAL o

R L PasalS L R
(1) Sumber modal Perumda Manuntung Sukses terd1r1 atas j* R

a. Penyertaan modal daerah AT

b. Pinjaman; - i
c. Hibah;dan .~~~
- d. Sumber modal 1a1nnya . Ce e L
’(2) Penyertaan modal’ Daerah - sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf
- dapat bersumber darl . B co L L
a. APBD; dan/ atau
" b. konversi dari | pln_]aman

o dari: oo

a. Daerah ’

b. BUMD lamnya dan/atau : . o 3
e sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan .

a. Pemermtah Pusat o
vbl Daerah; SR E
c. BUMD lalnnya, dan/atau ”

" meliputi: -

Ca. kapltallsa81 cadangan

b, keuntungan revalua& aset dan
- c. agio saham. o

c*_Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pcmbuangan dan : o

“'Pln_]aman sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumbe_fj s
.Hibah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dan i .
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

v‘ Sumber modal lalnnya sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) huruf df epe

Modal Perumda Manuntung Sukses berasal dan perahhan modal Perusahaan";?f ';

< Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Balikpapan ke Perumda Manuntung

" Sukses sebesar Rp45.964.075.085,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus
2 ,; enarn puluh empat Juta tUJuh puluh 11ma rlbu delapan puluh hma ruplah} -




' BAB VI : - T
ORGAN PERUMDA MANUNTUNG SUKSEq ?
Bagian Kesatu ’ '
- Umum - o D
| Pasal 6 | o o o
Organ Perumda Manuntung Sukses terdiri atas ’ '
a. KPM sebagai pemilik modal;

b. Dewan Pengawas; dan
v ’c D1rek81 ‘ :

- Bagian Kedua

 Dewan Pengawas
| Paragraf 1

. : - Pasal7 | TR
Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunya1 tugas
‘a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah;

~ Tugas dan Wewenang S |
f

- b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Dll‘CkSl dalam menjala_nkan' B

- pengurusan Perusahaan Umum Daerah;
c. memberikan pendapat dan 'saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan,
- pemberhentian Direksi; - -

d. membuat dan memelihara risalah rapat; dan T g.‘
€. menyarnpalkan laporan hasil pengawasan kepada KPM. 3 o BETE

R SR S : Pasal 8 ) o e § S
DeWan Pengawas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyal o
wewenang sebagai berikut:

" a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesual o

) dengan program yang telah disetujui; o
memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Manuntung Sukses b

po o

menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses; o
.. memproses pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Manuntung e
- Sukses dengan Keputusan KPM; dan . o
e.

5 Dlrekm tahun berjalan

‘ . - ' Paragraf 2 . o P
'l‘ata Cara Pengangkatan Jumlah Nama, Jabatan dan Rapat Dewan Pengawas

W : o Pasal9 - . I
o (1) Dcwan Pengawas dlangkat dan diberhentikan oleh KPM .
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat Dewan Pengawas mellputl
" a.sehat jasmani dan rohani; - L I
b. memiliki - keahlian, integritas,. kepemlmpman, pengalaman, Ju_}ur, penlaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
- mengembangkan perusahaan; : - :
~ ¢. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah : S
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaltan dengan salah satu
' fungSI manajemen, o v v : S ) I

|
t
P

s

menerima atau menolak pertanggung Jawaban keuangan dan program kerja o



“e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata I (S-1); : A
g berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar
pertama kali; . : R ' o
h tidak ‘pernah dlnyatakan pailit;
~ i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komxsansv
.yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dlplmpll‘i‘l‘
dinyatakan pailit; :
j. tidak  sedang menjalani sanksi pidana; dan .
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau
, calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif. "
(3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_
. dltetapkan dengan chutusan KPM. :

|

- F

: Pasal 10 5
(1) Proses pemlllhan anggota Dewan Pengawas dllakukan melalul seleksi yang'

meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau B

lembaga profesional.

o »(2) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksx Wajlb

menandatangani kontrak kinerja sebelum dlangkat sebagal anggota Dewan
- Pengawas. - - -l

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan :

- pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada '
. saat pendirian. .
7(4) Ketentuan mengenai “seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tldak
- berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang d1mla1
. mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. |
s (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan
- Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja. |
(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
_dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

R
S
¥

Pasal 11

| 2(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Dll‘ekSI,
- seorang diantaranya. dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang
. dipilih menjadi Sekretaris merangkap anggota. ;
" (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdln dari unsurv .
" Pejabat Pemerintah Daerah salah satunya diangkat menjadi Ketua yang

mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan dan

unsur independen. -

(3) Untuk memilih calon Dewan Pengawas, Wali Kota membentuk Tim yang

dltetapkan dengan Keputusan Wah Kota. o AU R

’.
A
H

- ‘ - Pasal 12
' (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dlbentuk Sekretarlat Dewan
. Pengawas dengan Keputusan KPM. =~ SR

o ff(2) Sekretariat Dewan Pengawas pahng banyak 2 (dua) orang terd1r1 dari 1 (satu) :

“orang dari unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan. fungsi
 pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan 1 (satu) orang dari unsur Perumda
: Manuntung Sukses. .
- (8) Segala kegiatan Sekretariat dlbcbankan pada Anggaran Perumda Manuntung'

- Sukses. dengan memperhatlkan kemampuan kcuangan perusahaan o

' P

6



Pasal 13

- ..anggota yang hadir. .
(3) Untuk setlap rapat d1buat Rlsalah Rapat

Pasal 14

- kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

V’menmgk atkan kmerja dan pelayanan kepada masyarakat

- S - Pasal 15
Penghasﬂan Dewan Pengawas terd1r1 atas

a. uang honoranum dan
b }asa produk81 DT

Pasal 16

. persen) dan gaji Direktur Utama.
puluh hma persen) dari Gaji Dlrektur Utama.
. persen) dari gaji Direktur Utama. -

(4] Pembenan honorarium sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat:f.';h
(3) dlberlkan hanya pada l (satu) Jabatan e o TR

Pasal 17
‘setiap tahun apabila Perumda Manuntung Sukses dalam kondisi laba. -
D»1rek81

Paragraf 4 IR
Pemberhentlan

S o = Pasal 18
’(1) J abatan Dewan Pengawas berakhlr apablla
Soal memnggal dunia; - :

- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu- waktu. : A SN
}(2] Dalam hal _jabatan anggota Dewan Pengawas berakhlr

;(1) Dewan Pengawas mengadakén‘rapat pahng Sedlklt 3 (tlga) bulan sekah ', : -,
5(2) Keputusan Rapat Dewa_n Pengawas dlambll atas dasar kesepakatan 3/4 kuorum"j,_

‘fb"h:;_:(l) 'Masa Jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (érhpat) tahun dan dapat dlangkatf": o

(2] Pengangkatan kembali dilakukan apablla Dewan Pengawas terbukt1 mampu ; e
- melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat
. dan  saran kepada KPM  sehingga Perumda Manuntung Sukses mampuv-

(1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang honoranum sebesar 40% (empat puluh"-;
(2) ‘Sekretaris Dewan Pengawas menenmd uang honorarlurn sebesar 35% (tlga:’f_}z. :

(3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang honoraﬁum sebesar 30% (tlga puluh‘ ‘

  '(1) Selam uang honoranum, kepada Dewan - Pengawas dlberlkan Jasa produk31

(2) Besarnya Jasa produkm sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan oleh”i: v_fb“-

karena masa_v-; LT
_]abatannya berakhir sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), huruf b, anggota’fz
~ Dewan . ‘Pengawas Wajlb menyampaikan . laporan pengawasan tugas = akhir
‘masa Jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Jabatannya R

7*"?;',:(3) ‘Anggota Dewan  Pengawas sebagalmana dimaksud pada ayat = (2)  wajib .

palmg lambat 1 (satu) bulan sctelah berakhlr masa Jabatannya

. melaporkan sisa pelaksanaan = tugas = pengawasan yang belum dﬂaporkan




| '75,'1(4)

- ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau

@

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagalmana dlmaksud pada

memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas

- yang - berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan

L tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada'

.

KPM.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas
pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Manuntung Sukses dllaksanakan oleh

- KPM. o . ,i.',
~Pemberhent1an anggota Dewan Pengawas sebagaimana dlmaksud pada ayat

L (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat

dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: |
a. tidak dapat melaksanakan tugas; o
b. tidak - melaksanakan ketentuan peraturan perundang—undangan dan/atau

ketentuan anggaran dasar; |

“c. terlibat ‘dalam tindakan kecurangan yang mengaklbatkan keruglan pada |
© Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau Daerah;

(8)
(9)

D1rekS1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunya1 tugas 3
- memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Manuntung Sukses;

‘a.

b.

R RN

d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadxlan yang telah mempunyau
kekuatan hukum tetap; P
. mengundurkan diri;

e ’ ,
. f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebaga1 anggota Dewan Pengawas sesua1

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

_' g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemermtah ‘

Daerah . seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
Perumda Manuntung Sukses.
Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan pertlmbangan'
Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentlan Dewan Pengawas

dlatur dengan Peraturan Wali Kota. v -

" Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1 _
Tugas dan Wewenang

Pasal 19

merencanakan dan menyusun program kerja pcrusahaan S (hma) tahunan daﬁ

tahunan;

membmaPegawal, - ' o . 1

.. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Manuntung Sukses, .

menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; R R ; '
melaksanakan kegiatan teknis Perumda Manuntung Sukses;

‘mewakili Perumda Manuntung Sukses baik di dalam maupun di luar'
- pengadilan; dan - » »
. menyampaikan laporan berkala mengenai scluruh keglatan termasuk Neraca

- dan Perhltungan Laba/ Rug1 kepada KPM meIalu1 Dewan Pengawas

Pasal 20

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebaga,lmana dlmaksud dalam Pasal 19
o _-»_bertanggunglawab kepada KPM . o , . , ,



_ Pasal 21 : o ,
o Dll‘CkSl dalam melaksanakan tugas sebagaumana chmaksud dalam Pasal 19
o mempunya1 wewenang;:
. a. menerima, mengangkat, memutasi dan. memberhentlkan pegawa1 berdasarkan
' Peraturan Perumda Manuntung Sukses dengan mcmperhaukan ketentuan
- peraturan perundang-undangan N
. _b. menyusun uraian tugas organisasi dan tata kerja Perumda. Manuntung Sukses
dengan persetujuan Dewan Pengawas; .
mewakili Perumda Manuntung Sukses di dalam dan di luar pengadilan; .

menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda

Manuntung Sukses di dalam maupun di luar pengadilan; L
“e. menandatangani pinjaman = setelah mendapat persetujuan KPM : atas
~ pertimbangan Dewan Pengawas; P
- f. menandatangani Neraca dan Perhltungan Laba/ Rugl (Laporan Trlwulan dan
* Laporan Tahunan); dan -
- 8 menandatangam perjanjian dengan Pihak Ketiga.

a0

: ' Paragraf2 = T
- Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan, '
~Anggota Direksi

L o Pasal 22 . a i
(1) Perumda Manuntung Sukses dipimpin oleh Direksi yang terdm dar1 1 (satu)

Direktur Utama dan dibantu paling banyak 4 (empat) Direktur.

" (2) Direksi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlangkat oleh KPM atas usul

5 Dewan Pengawas.

- (3) Pengangkatan Direksi sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dltetapkan dcngan
o Keputusan KPM -

i

1
i

DR ' Pasal 23 - BT e

Untuk dapat dlangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus

‘memenuhi syarat sebagai berikut: , o . o o

a. sehat jasmani dan rohani; - ' . o ' b

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman jujur, penlaku

' yang baik dan dedlkaSI yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

perusahaan v :

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah

memahami manajemen perusahaan; : :

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, .

berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

pengalaman kerja minimal 5 (hma) tahun di bldang manajenal perusahaan

berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan palmg t1ngg1 55 (llma

~ puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertarna kali; :

i, tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komlsans
yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan  usaha yang g chplmpm
dinyatakan pailit; _ ' _

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tmdak pldana yang meruglkan ‘

- keuangan negara atau keuangan daerah; o e

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan ’ o S

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau

.~ calon wakll kepala daerah, dan /atau calon anggota leglslat.tf :

o mmeme

]
.



e | Pasa124 IR AR :
~(1) Calon. Anggota D1rek31 yang “ditetapkan sebagai Anggota Dlrek51 merupakan =

‘oleh suatu tim atau Lembaga Profesional dengan keputusan Wali Kota.

~“sebagai- anggota Direksi.

_ ~melaksanakan tugas dengan - ‘baik selama masa Jabatannya

e menandatangam kontrak kinerja. ' ' ' o
’(5) Penandatanganan kontrak: klnerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (4)
TR dllakukan sebelum pengangkatan kembah sebagal anggota Dll‘CkSl C

Pasal 25

- “kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berlkutnya

D1rektur dlangkat atau dipilih men_ladl Direktur Utama
i prestam yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa Jabatan ketiga. | 3
- audit kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

d1angkat kembali dilakukan oleh Dewan Pengawas 35

yang dltenma terakhlr dlkahkan masa kerJa jabatan B

Paragraf 3
Pemberhentlan D1reks1

Pasal 26

-; (1) ’Jabatan anggota Dlrek81 berakhlr apablla
©a. menmggal dunia; - e,
‘b.masa Jabatan berakhir; dan / atau

 c. diberhentikan sewaktu- waktu B U L T St DT
(2) Dalam hal _]abatan " anggota D1rcksx berakhlr karena masa _]abatannya

-<'3 (tiga)  bulan sebelum berakhir masa Jabatannya R S

e 'i_calon yang lulus seleksi melalui Uji Kelayakan dan kepatutan yang dxlakukan }'

(2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus  seleksi sebagalmana dlmaksud : | R
pada ayat (1) wajib menandatangam kontrak klner_]a : sebelum dlangkat: e

.(3) Ketentuan . mengenai ‘seleksi sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) tldakv}-:
’_berlaku bagl pengangkatan. kembali anggota Direksi yang d1n11a1 mampu‘;,v,j

f"(4) Dalam hal anggota Direksi dlangkat kcrnbah,_ anggota Dlrek31 Wallb,

‘(1] Masa Jabatan- D1rek31 dltéfapkan selama 5 (llma) vtahun dan dapat dlangkat‘,1},'::,_*3»;:'? B
(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dllakukan apablla .
 anggota Direksi. terbuku mampu menmgkatkan k1nerja Perumda Manuntung_._.
3) g?lisgjahkan . dan ketentuan sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1)' apabjla N
'(4) Dalam  hal ~anggota Direksi ‘memiliki' keahlian khusﬁsw “dan/ atau rnem111k1'_‘ﬁr‘:“‘ly
(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dlbuktlkan dengan o

J’(6) Penilaian kemampuan dan pemngkatan kinerja Dlreksi untuk dapat dlpxhh dan

:('7) Apabila Direksi telah habis masa jabatannya dan tldak dapat dlangkat kembah::}': Ll
men_ladl Direksi, maka kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar ga,u; R

V’v#*_vberakhlr ‘sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib -
fmenyarnpalkan laporan pengurusan tugas akhir masa _]abatan pallng lambat B .

. (3) ‘Anggota Direksi sebagalmana dlmaksud pada ayat" (2) Wa_]lb melaporkan 81sa”
S pelaksanaan tugas - pengurusan yang belum- dllaporkan pahng lambat 1-':{
- (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. = .. T SR

:{'(4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas - akhir ‘masa Jabatan sebagalmanaf”'“ |

v:memberhentlkan anggota Dlrek31

‘dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wapb menyampalkan pemlalan dan S
- f rekomendasi atas kinerja Direksi.- S F
. '(5)-Laporan  pengurusan "tugas akhlr masa Jabatan sebagalmana d1maksud pada"f,fﬁ"_.
- - ayat (3) dan penllalan dan rekornenda31 sebagalmana dlmaksud pada ayat 4
- sebagai dasar- pertlmbangan oleh KPM untuk memperpan_]ang atau:



+

(6) Laporan pengurusan tugas akhir masa Jabatan anggota DlI‘ekSl yang
- berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan
. tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan dlsampalkan
kepada KPM. ‘ P
(7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena dlberhentlkan sewaktu-
. waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, pemberhentlan dlmaksud‘ '
" wajib disertai alasan pemberhentian. :
(8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
- dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dlbuktlkan
_secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: . _ |
' a. tidak dapat melaksanakan tugas; v
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau
" ketentuan anggaran dasar; - |
‘c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengaklbatkan keruglan pada
 Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau Daerah; R s -
- d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadllan yang telah mempunya1 f
~ kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; - o ' SRR
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagal anggota Dll’CkSl sesuai dengan v
~ ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau .
g tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemermtah B
- Daerah seperti Restrukturisasi, hku1das1, akuisisi, dan pembubaran‘.
~ . Perumda Manuntung Sukses. : '
‘-(9),_ ,Pemberhentlan Direksi ditetapkan oleh KPM dengan pertlmbangan Dewan
' “Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan KPM. j b
(10) ‘Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentxan Dmeksx dlatur
_,_dengan Peraturan Wah Kota. ' - o . o o

i :

- Paragraf4 o o .
Penunjukan Pejabat Sementara Direksi R b
' : Pasal 27 : L E
(1) Dalam hal ter_]adl kekosongan jabatan seluruh anggota DerkSl, peIaksanaan
tugas pengurusan Perumda Manuntung Sukscs dllaksanakan oleh Dewan
‘Pengawas. ‘ » :

' (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pe_]abat dari 1nternal Pcrumda Manuntung v

b, tunjangan, dan

Sukses untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan
, pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. : b

' (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh'?- ‘
"~ anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Manuntung Sukses
B dilaksanakan oleh KPM. :

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manuntung Sukses
untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Manuntung Sukses
sampai dengan pengangkatan anggota Dcwan Pengawas dan} anggota
D1reks1 deﬁn1t1f pahng lama 6 (enam) bulan. ‘ : .

: Paragraf 5:-
Penghasilan

Pcnghasﬂan DlI’CkSl terdm atas: B - . S .
a. gaji;
| 1



Pasal 29

- (l) Besarnya gajl D1rektur Utama dltetapkan pahng banyak sebesar 2,5 (dua koma
lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertlmbangkan
kemampuan Perumda Manuntung Sukses. -

. (2) Besarnya Ga_]l Dlrektur sebesar 90% (sembllan puluh persen) dan Dxrektur '
' Utama ’

. : : Pasal 30
(1) 'I‘unJangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 28 huruf b terdm atas
! a. kesehatan; dan v -
- b. fasilitas kendaraan operasmnal -
(2} Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dxbcnkan setlap
p tahun apabila perusahaan dalam kondisi laba. ;
(3} Tunjangan dan besarnya jasa produksi sebagaxmana dnnaksud pada ayat (1)
~dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi. b
* '(4) Jumlah © seluruh biaya untuk penghasﬂan Dxrek31, honoranum - Dewan
: Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh
melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perumda
- Manuntung Sukses Tahun Anggaran berjalan.

BAB VII
PEGAWAI
- Bagian Kesatu

Umum

. - Pasal31
Pegawa1 Perumda Manuntung Sukses merupakan pekelja BUMD yang

- pengangkatan, pemberhentlan kedudukan, hak dan kcwajlbarmya ditetapkan -

" berdasarkan perjanjian ker_la sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengena1 ketenagakerjaan B
| Pasal 32 o o
- (1) Pegawai Perumda Manuntung Sukses memperoleh penghasilan yang adil dan
layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja. §
~(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses sesum'
o dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Manuntung Sukses. v;

- (3) Penghasﬂan pegawai Perumda Manuntung Sukses paling - banyak terdiri atas

a. gaji; | | ?

b. tunjangan; o R
c. fasilitas; dan/atau =~ 3 IR

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan ' ;
"~ (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasﬂan pegawal Perumda Manuntung.
' Sukses dlatur dalam Peraturan Wali Kota. F '

: o Pasal 33 _ : i

Perumda Manuntung Sukses wajib menglkutsertakan pegawai Perumda Manuntung
~ Sukses pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosxal
- lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

: - v Pasal 34 :
. Dalam rangka penmgkatan kompetensi pegawai, Perumda Manuntung Sukscs
. 'melaksanakan program penmgkatan kapasuas sumber daya rnanus1a



B :'.bBagian Kedua
et Pengangkatan

; o
- i .
¢

Pasal 35

- pemindahan serta pemberhentian pegawai, R
;;_(2) Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat apab1la dltenma
~ ©'menjadi pegawai dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan. R

o Dlrek31 dengan persetUJuan Dewan Pengawas

R ‘selama 1 (satu) tahun. - 2o

oo s m s

';.»persetujuan Dewan Pengawas ‘

: (1) Syarat untuk dapat dlangkat menjadi calon Pegawal adalah
Ay Warga Negara Republik Indonesia; ;

-C. mempunyai - pendldlkan ‘kecakapan, keterampxlan atau keahhan yang

d berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter

. Negara dan Pemerintah;- S
;"g tidak pernah dihukum pen_]ara atau kurungan berdasarkan Keputusan'.f;
. Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; - AR Rt

- instansi, baik instansi pemerintah atau swasta; -
i. tidak. merangkap menJad1 pegawal ba1k pada 1nstan31 pemermtah atau o
R swasta, e : R
o “j- bukan istri atau suaml dan pegawal Perumda Manuntung Sukses, dan
S0 kolulus ujian. v DR : IR R
. (2) Calon pegawai dapat dlangkat menjadl pegawa1 setelah melalw masa percobaan’ L

(1) Dn'ekm menetapkan pengangkatan kenaikan pangkat kenalkan gajl, kenaikan: :
;}}AgaJ1 ‘berkala, pemberian - penghargaan, penjatuhan hukuman dlSlphn dan;lg, :

(3) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dltetapkan oleh‘ .
(4) Pegawal sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) wapb rnenJalam masa percobaan' o

(5) Tata cara - pengangkatan pegawa1 akan dltetapkan oleh DlI’CkSl dengan

*b. berusia palmg rendah 18 tahun dan pahng t1ngg1 35 (t1ga puluh llma) tahun, o
 diperlukan Perumda Manuntung Sukses; = A T =

“e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepol131an, RIS
. f tidak: pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasﬂa UUD 1945 .

h tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagal pegawa,t suatu: j

- paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan

.7 memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur palmg sedikit bernilai baik. Lol
o 3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawa1 dllakukan pemlalan mehputl S
. a.kesetiaan; . o - e

~b. kccakapan,

“c. kerjasama; ,

d Refuguiran;
el tanggung]awab dan ’
- f.kesehatan. . . - : a AL

. '}”(4) Selama menjalam masa percobaan calon pegawal txdak dapat mendudukr{ o
) Jabatan ' : I

" (6) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penllalan scbagalmana‘f-
dlmaksud pada ayat (3) dapat dlangkat menjadl Pegawm B T '

v};*‘(l) Dlrekm dapat mengangkat tenaga kontrak sesual kebutuhan dengan o
Persetujuan Dewan Pengawas - S s -

B 2

(5) Calon - pegawa1 yang tldak memenuhl persyaratan pemlalan sebagalmana,‘{_‘
" dlmaksud pada ayat (3) diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon oo



yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

‘paling sedikit sebesar gajl pokok pada saat pensiun. . 1o
dengan Keputusan Dlrek81 setelah mendapat persetu_]uan Dewan Pengawas

Baglan Ketlga '
Penghasﬂan dan Cut1

Pasal 39

Ca. tunjangan pangan; R
b. tunjangan keseJahteraan, L :
c. tunjangan kompensasi kerja; dan
“d. tunjangan lainnya yang sah. : B R a ERREE B
. (2) Besarnya penghasilan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1] tldak boleh kurang

" Direksi.

- - Pasal40 | R L S e
(1) Penyusunan skala gajl pegawa1 Perumda Manuntung Sukses dapat mengacu -

kebutuhan dan kemampuan Perumda Manuntung Sukses. - !

Pasal 4 1

| _v.;_-v'd1tetapkan dengan Keputusan Direksi..

Pasal 42

_persen) dari gaji pokok.

Pasal 43

’-'f,i’j(2) Tenaga V" kontrak sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) d1ber1kan honoranum”. .
(3) Tenaga kontrak tldak dapat menduduk1 Jabatan di Pcrumda Manuntung Sukses :

( 1) Pensmnan Pegawa1 yang mempunyai keahlian yang san gat dlperlukan dapat L
dlangkat mcnjadl pegawai bulanan paling lama 2 (dua) tahun. . 4 o
(2) Pegawai bulanan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlbenkan gajl bUIanan‘;;f:j- 5

.,‘"(3) Pengangkatan pcgawa1 bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan”';f S

(1)‘.; Penghasﬂan pegawal terdm darl gajl dltambah tun_]angan sebagal bcrlkut : "

~dari ketentuan upah m1n1murn Daerah dan dltetapkan dengan Keputusan o '

- pada prinsip skala gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara yang d1sesua1kan dengan_‘. :

(2) Skala gaji sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan N R
Dxrek31 atas pcrsetujuan KPM ‘ Co e e 4o

N H
L
[

,-.,_Pejabat Struktural Perumda Manuntung Sukses dlsampmg tun;angan sebagazmanaf' U
“dimaksud dalamPasal 39 ayat (1) dlbenkan tun_]angan Jabatan yang besarnya' L

(1) Pegawa1 dalam masa percobaan mendapat ga_u }sebesar 80% (delapan puluh’

| :(2) Selain gaji sebagalmana dlmaksud pada ayat (1} yang bersangkutan dlbenkanj
i tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku d1 Perumda Manuntung Sukses R

"7(1) Pegawal Perumda Manuntung Sukses yang men_]abat sebaga1 D1reks1 apablla-f{'ix,‘“ .

“‘telah habis masa’ baktinya sebagai direksi dan tidak diangkat kembali rnaka R

" “akan dikembalikan sebagai pegawai Perumda Manuntung Sukses T

. (2) Pegawai - sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) tldak menduduk1 Jabatanv.f}-";-a:
- struktural. ERAE R

(3) Pegawa.l sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dltempatkan Sebagall S

~ staf ahh Setara dengan _]abatan Kepala Baglan pada Perurnda Manuntung SR

" Sukses. © -

T Perumda Manuntung Sukses d1aku1 sesua1 pangkat terakhlr yang d1m111k1

(4) ‘Bagi D1reks1 yang telah hab1s masa baktmya dan kemball sebaga1 pegawali; f.,:ﬁ.}




Pasal 44

;f(l) Pegawa1 berhak atas Jamman hari tua yang dananya dlhlmpun dar1 usahaf

‘Perumda Manuntung Sukses yang ditetapkan dengan Keputusan Dlreks1

atas perhltungan ga_]l

‘f,]jj(l) Pegawa1 yang ber1str1/bersuam1 dlberl tun_;angan 1str1/ suaml palmg t1ngg1 10% o

~dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

, B sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan. . Ch
»(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dlbel‘lkan
T palmg banyak untuk 2 (dua) orang anak. o s AT R

Pasal 47

. (1) Kepada pegawa1 yang mermhkl nilai rata-rata baik dalam Daftar Pemlalan Kerja};g Ea
R Pegawal, dlbenkan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun. B
(2) Apabila = yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagalmanaf

U (dua) tahun.

(v a7 i e

Pasal 49

fi"i ibadah ha_u serta cuti diluar tanggungan Perumda Manuntung Sukses. -

’Sukses

Baglan Keempat AR
Bantuan dan Pcnghargaan BERRAE

Pasal 50

:“""7(2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dldasarkan”ff

(sepuluh persen) dari gaji pokok. : .
(2) Apabila’ pegawai yang beristri/suami sebagalmana d1maksud pada ayat (1)5.,;”.5,15,
R berstatus sebagal Pegawa1 Negeri/ BUMN / BUMD tldak mendapatkan tun_]angan L

(1) 'I‘unjangan anak d1ber1kan kepada Pegawa1 yang mempunyal anak berumur.f'ﬁ -
- kurang dari 21 (dua puluh:satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan
“sendiri serta’ tidak kawin atau belum pernah kawm, sebesar 5 % (11ma persen)_f_j;; ’

;’(2) ’I‘un_;angan anak sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), dapat dlperpan_]angt S
- sampai’ umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila . anak - tersebut - ma31h“_ L
bersckolah/ kuliah - yang  dibuktikan “dengan surat ketnrangan darl

.Setlap akhlr tahun setelah tutup buku, kepada Pegawal dlberlkan Jasa produksxif :
- apabila Perumda Manuntung Sukses dalam kondisi laba, yang besarnya ditetapkan
oleh Dlreksa setelah rnendapat persctUJuan KPM berdasarkan pertlmbangan Dewan-} _Y

~dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gajl berkala dltunda pahng lambat 2 :

"‘(1) Pegawm berhak mendapatkan cuti tahunanv; cut1 besar cut1 mka.h cut1 :
L melahlrkan, cuti sakit dan cuti karena alasan. penting atau cuti- menunalkan

(2) Pegawai yang ‘melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) tetapv" ’}
- diberikan penghasﬂan penuh ‘kecuali cuti besar, cuti karena alasan penting, -
euti menunalkan 1badah ha_]l dan cut1 dlluar tanggungan Perurnda Manuntung

fPegawal diberikan santunan kematlan, | kecelakaan pada waktu meIaksanakan’; L

" tugas dan bantuan bencana alam yang dltetapkan dengan Keputusarl Dlrek31 Be




Pasal 51

hma) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta hasil pemlalan kerja selama’ 2 (dua) -

. dengan kemampuan Perumda Manuntung Sukses.

"(1) Dlrek31 membenkan Jasa " pengabdian/ penghargaan kepada pegawall yang
o mempunya1 ‘masa’ kerja pada Perumda Manuntung Sukses secara terus .
- menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluhj, R
~ tahun terakhir: ‘menunjukkan nilai rata-rata baik, yang besarnya dlsesualkan

'Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menun_]ukan prestasf:-i o

“luar . blasa dan/ atau. ber_]asa dalam pengembangan Perumda Manuntung

Direksa e

Bag‘an Kelima T e
Kewajlban dan Larangan T

Pasal 52

:Setlap pegawal wa_]lb - : : o
a. ‘mendukung dan. membela serta mengamalkan 1deolog1 negara berdasarkan?

_‘ ) VPemberlan Jasa pengabdxan/ penghargaan dan tanda Jasa kepada pegawal g
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dltetapkan dengan Keputusan T

pancasila dan Undang'Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | L R
mendahulukan kepentmgan Perurnda Manuntung Sukses dlatas kepentmgan’,f o

- lainnya; S

.‘j}"””‘mematuhl dan menaatl segala kewajiban dan menjauhl segala larangan

perundang-undangan o

Pasal 53

l
i
) l
i
j

s g

. ‘memegang teguh rahasia Perumda Manuntung Sukses dan rahasia Jabatan, dan o
. mengangkat sumpah pegawal dan sumpah _]abatan sesum ketentuan peraturan T

melakukan keglatan yang langsung atau tldak langsung meruglkan kepentmgan'{ 5_?
perumda manuntung sukses dan/atau negara; =~ . R
.- menggunakan - kedudukannya dalam Perumda Manuntung Sukses untuka SO

 memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau

c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama bauk Perumda Manuntung Suksesv’;

- tidak langsung dalam hal yang rneruglkan Perumda Manuntung Sukses; | .

, dan/atau negara; . : : SRR
R « N memberikan - keterangan tertuhs rnaupun hsan tentang raha31a Perumda» PR

ﬁ_.;.{:,Manuntung Sukses kepada pihak lain; dan S
men_]adl pengurus parta1 pOlltlk [

R Pasa154 ST S R R B
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 53 dapat» S
. dikenakan hukuman disiplin. = SRR S
'(2) J enis hukuman d131p11n scbagalmana dlmaksud pada ayat (1) berupa
. a teguran lisan; | . S R S
. b.teguran tertuhs | Ll
 c. penundaan kenaikan gaji berkala ‘
- d. penundaan kenaikan pangkat S
. e. penurunan pangkat o e R
O pembebasan jabatan; - fan e
g pemberhentian sementara; -
-+ h.pemberhentian dengan hormat; dan '
i pemberhentlan dengan tidak hormat.

e dlmaksud pada ayat (2) dltetapkan dengan Keputusan D1rek51

3) Ketentuan - mengenai pelaksanaan penjatuhan hukuman dlslphn sebagalmana:;’"? -



: S Pasal 55 -
’ Pegawa1 dxberhentlkan sementara karena:

a. melakukan tindakan yang merugikan perumda manuntung sukses, atau :
_ b melakukan suatu keJahatan ataupun perbuatan pldana , T

Pasal 56 : | : S

(1) Pegawal yang diberhentikan sementara sebagalmana dimaksud dalam Pasal 55

- hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji mulai bulan berikutnya. =

(2} Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lama 6

(enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

~atas dugaan tlndak p1dana yang dllakukan . o o

. i

Pasal 57 ’ ‘ i

. (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang dlberhentlkan sementara

o 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b tidak terbukti bersalah, pegawai

j yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam Jabatan dan berhak
. menerima sisa penghasilannya yang belum diterima. -

- (2) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang dlberhenukan sementara

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terbukti bersalah, D1reks1

’ dapat memberhentlkan dengan tidak hormat.

o » Pasal 58
.'(1) Pegawal dlberhentlkan dengan hormat apabila:
a. meninggal dunia; : .
b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensmn, . j

~c. kesehatan tidak mengizinkan yang dlbuktlkan dengan surat keterangan, .

dokter tim penguji tersendiri; AR _ _ D

- d. permintaan sendiri; dan . ' _ o
~_e. pengurangan pegawai. . R
'(2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyal'
masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan

~ hormat dan mendapat Jamlnan tunjangan- han tua yang besarnya dltetapkan

dengan Keputusan Direksi. Lo

(3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tldak mempunym tunJangan

- hari tua diberikan pesangon yang besarnya dltetapkan dengan Keputusan
. Direksi.

(4) Pemberhentian Pegawa1 karena permintaan sendm sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan benkutnya

- Pasal 59
(1) Pegawm dlberhentlkan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan

" b. melakukan pelanggaran tingkat berat; : ‘

' c. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pldana yang

telah memperoleh keputusan hukum tetap; ‘ o

~d. dihukum karena melakukan penyelewengan 1deolog1 negara; dan ) P

‘e. penyelewengan dibidang keuangan. o

(2) Pegawai dianggap melakukan pelanggaran tlngkat berat seoagalmana dlrnaksud

- pada ayat (1) huruf b apabila:: < :

a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/ atau uang

milik perusahaan; - b

b memberikan keterangan palsu atau yang dlpalsukan sehmgga merugxkan .

| perusahaan :

1



"d. melakukan perbuatan asusila’ dan/atau perjud1an d1 hngkungan ker]a dan“""'v’

. lingkungan kerja, dengan bukti atau saksi lengkap;

‘perusahaan; = -

“bahaya dltempat ker]a, sehingga menimbulkan kecelakaan atau musibah;
dirahasiakan. i
- dengan bukti sebagai berikut:

‘a. pegawai tertangkap tangan; SRR f’.fﬁ,,.,:’ E "; R |
' b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan atau LT

"dxdukung oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi..

. ayat (1) tldakvbmemperoleh uang pesangon dan dlberhentlkan dengan tldak",.‘ o

' rekomendam dar1 Dewan Pengawas

s BABVIII L

SATUAN PENGAWAS INTERN KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA
_ Bagian Kesatu R ST e

Satuan Pengawas Intern PR

S S » Pasal61” B T -
123,(1) Pada Pcrumda Manuntung Sukses dibentuk - satuan pengawas 1ntern yang‘-
merupakan aparat pengawas intern pcrusahaan ' S
'_ »’(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlplmpm oleh

" seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.. = '

ayat (2) d1lakukan setelah mendapatkan pertlmbangan darl Dewan Pcngawas

S S . . Pasal 62
Satuan pengawas 1ntern mempunyal tugas:

mabuk,’ karena ‘meminum’ mlnuman keras, memakal dan atau mengedarkan S
. narkotika, p31kotrop1ka dan zat adlktlf lam di 11ngkungan kerja dan atau d1 s
:fluarhngkungan kerja; AT EE

©  atau di luar lingkungan kerja; . TR
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengmtumdam teman seker]a d1‘ L

.. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan
_fz'dengan ketentuan peraturan perundang—undangan, dengan bukt:l dan sak31 [

};" dengan cefoboh atau sengaja merusak atau memb1arkan barang mlhk::
' perusahaan dalam keadaan bahaya yang dapat memmbulkan keruglan baglb SEa

,vfh dengan ceroboh atau sengaja memblarkan teman seker_]a dalam keadaan _
o i. membongkar atau membocorkan rahama perusahaan yang seharusnya _-: o

‘ ”::'}Pelanggaran tlngkat berat sebagmmana dlmaksud pada ayat (2) harus dldukung B

“c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh plhak berwenang danv.:v_ S

vf}Pegawal yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaumana dlmaksud pada o

Ketentuan Ieblh lan_]ut mengenm kepegawalan Perumda Manuntung Suksesg -
d1tetapkan ‘dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan' S

i (3) Pengangkatan kepala satuan’ pengawas intern sebagaimana - dimaksud pada

___'*a “membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemcrlksaan 0pcras1onal dan"? o

keuangan Perumda Manuntung Sukses, rnemlal pengendahan pengelolaan, dan

perbalkan,. SEEELEI L T

pelaksanaannya pada Perumda Manuntung Sukses serta memberlkan saran_

T



b. membenkan keterangan tentang hasil pemenksaan atau hasil pelaksanaan
 tugas satuan pengawas mtern sebagalmana dimaksud pada huruf a kepada |
Direktur Utama; dan

c. memonltor tmdak lanjut atas hasil pemenksaan yang telah dllaporkan : :

R : : :  Pasal 63 ' -
(1) Satuan ' pengawas mtern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas
kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. = ‘

| (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada o

Dewan Pengawas atas laporan sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) S

!

|  Pasal64 | “ o
(1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern
 kepada seluruh - anggota Dll‘CkSl untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam :
rapat direksi. ' P
‘(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengamb11 langkah yang dlperlukan
‘atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap  laporan hasil

- pemenksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. . o
L Pasal 65 B - o

' Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran
tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Manuntung Sukses sesuai dengan
- tugas dan tanggung Jawabnya masing-masing. : i
| 1
Bagian Kedua v Lo

Komlte Audit dan Komite Lalnnya S o Lo

) R Pasal 66 - -
(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lalnnya yang beker_)a o
- secara kolektif dan berfung31 membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan

tugas pengawasan l

{2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada’ ayat (1) _

beranggotakan unsur 1ndependen yang dxplmpm oleh seorang anggota Dewan

. Pengawas. ’ [

(3) Komite audit dan komlte lainnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dalam .

pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern. |

. . . . . i

, " Pasal 67 - B o R

Komxte audit mempunyax tugas: ’ ” o

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektmtas 31stem pengendahan

~ intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor; .

‘b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dllaksanakan oleh satuan -

. pengawas intern maupun auditor eksternal; -

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan s1stem pengendahan
- manajemen serta pelaksanaannya;

" d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap scgala ‘

~ informasi yang dikeluarkan perusahaan;
‘e. melakukan 1dent1ﬁka31 “terhadap hal yang memerlukan perhatlan Dewan E

- Pengawas; dan
f. melaksanakan tugas lam yang terkalt dengan pengawasan yang dlbenkan oleh
Dewan Pengawas v e i
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a ’ : ‘ » Pasal 68 O R
(,1) Dalam hal keuangan Perumda Manuntung Sukses tldak mampu membxayal_
. pelaksanaan -tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Manuntung

. Sukses dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya. 1

) (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan - pertlmbangan
':_;:sebagalmana dimaksud pada ayat (1), fungsx kom1te audlt dan komlte Iamnyaﬁ; L
vi’dllaksanakan oleh satuan pengawas intern. o v .

. BABIX
- KERJASAMA

v »:(1) Perumda Manuntung Sukses dapat melakukan kerja sama dengan plhak Iam
(2} Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan -
Y dan melmdungl kepentmgan Pemermtah Daerah masyarakat luas dan plhak’
- 'yang bekerja sama. - R
(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Manuntung Sukses dengan plhak la.m
f;:;merupakan kewenangan Dlrek31 sesua1 . dengan mekanlsme mternal S
' perusahaan. . = - TR | B SRR
‘(4) ‘Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang d1m111k1 Perumda L
g Manuntung Sukses kerja sama dlmaksud dllakukan mela1u1 kelja sama e
_-operasi. - - A L
(5) Kerja sama” dengan plhak lam bcrupa pcndayagunaan ekultas berlakuff]f
' ..;ketentuan " ST Lo S e R
‘a. disetujui oleh KPM ' B S AP IR SN AR EHEE
“laporan keuangan - Perumda Manuntung Sukses 3 (tlga) tahun terakhlr;v'_f .
_dalam keadaan sehat; o o
. tidak - boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah darl Perumda'
" Manuntung Sukses yang berasal dari penyertaan modal Daerah dan SR
L ‘d. . memiliki b1dang usaha yang menunjang bisnis utama o e ’ S
RS (6) Perumda Manuntung Sukses memprioritaskan kerja sama dengan BUMD rmhk] S
. 'Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah. RS
(7) ‘Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Manuntung R
SR Sukses untuk melaksanakan kerja sama. S B N R

JURSR

Ker_]asama usaha dalam bentuk _]omt operatzon, _]omt venture, dan/ atau yang E
“sejenisnya - “dengan  Pihak Ket1ga dlperlukan pcrsetu_}uan Wahkota dengan oo
f;_pertlmbangan Dewan Pengawas v o DR E

» BAB X o
ANAK PERUSAHAAN

e (1) Perumda Manuntung Sukses dapat membentuk anak perusahaan B R
N (2) ‘Dalam membentuk anak perusahaan,. Perumda Manuntung Sukses dapat“r‘
' bermitra dengan: : ’ . SRR R

‘a. badan usaha m111k negara atau BUMD lam, dan/ atau
v b badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. - : ’
- (3) Mitra scbagalmana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhl syarat S
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor. akuntan pubhk R
- . dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian; .l -
b perusahaan dalam kondisi sehat yang dlnyatakan oleh kantor akuntan publlk .
. dalam 1 (satu) tahun terakhu', R T PR R N
rnermhkl kompetens1 dlbldangnya, dan i

b




-d. perusahaan mltra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai pahng .
~sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dlhltung secara proposwnal
o sesuai kesepakatan dari modal dasar.
 (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) harus:
- memenuhi persyaratan: . v .
“a. disetujui oleh KPM; A | R
~b. minimal kepemilikan saham 70%- (tu_]uh puluh persen) dan sebagal pemegang '
“saham pengendali; .
c. laporan keuangan Perumda Manuntung Sukses 3 (tiga) tahun terakhlr dalam
keadaan sehat; ) v -
d memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan 3
e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dan
penyertaan modal Daerah. |
" (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengaklbatkan perubahan kepermhkan
- saham Perumda Manuntung Sukses di anak perusahaan dllakukan dengan -'
. persetujuan KPM o v , _ o R

BAB XI
PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

- ' Pasal 72 ,
. Pengadaan dan penghapusan barang diperbolehkan atas persetujuan Wahkota -
‘dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII
PELAPORAN |

Bagian Kesatu
v Pelaporan Dewan Pengawas

: Pasal 73 :

. ,;_,(1] Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan Iaporan tahunan |

" (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

: paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM. |

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pahng,
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. »

 (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pahng, .

lambat 90 (sembilan puluh) harl kerja setelah tahun buku Perumda Manuntung' _ '

- Sukses ditutup. . ;
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dlsahkan oleh KPM _
' (6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara
tertulis. : '
(7) Tata cara penyampalan dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas
dlatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - G
Baglan Kedua i
Pelaporan Dlrek31 '
P Pasal 74 ol
(1) Laporan: dlrekm terdm dan Iaporan bulanan, laporan trlwulan dan laporan
©+ tahunan.- _ : '
~ (2) Laporan bulanan dan laporan tnwulan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang
dxsampalkan kepada Dewan Pengawas. - . :
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s (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdxn atas laporan :
- keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang d1tandatangam~
| bersama Direksi dan Dewan Pengawas. b

v f(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagalrnana dlmaksud pada ayat (2)
- dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} disahkan oleh KPM -

- paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. .
 (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15
- (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (5) disahkan oleh KPM. P
~(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tldak menandatangam laporan tahunan
o sebagannana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara'
tertulis. : i
~(8) Laporan tahunan sebagaumana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
. Menteri Dalam Negeri. i
' ’(9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Dxrekm dllakukan scsual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

SR,

e BABXIII. . -
'I‘AHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

_ o Pasal 7 5 »
.Tahun Buku Pcrumda Manuntung Sukses merupakan Tahun Takwun '

o Pasal 76 .
o »-,1;:(1) Dxrek31 menyampalkan ‘Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda _
" Manuntung Sukses kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan
paling lambat 3 (tlga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulal berlaku di tahun
- berikutnya. |
-2 Apabila Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tldak menolak ,
" Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses sebelum
" memasuki Tahun Buku Baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. -.
(3) Anggaran Tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun Buku yang
' bersangkutan harus mcndapatkan persetu_]uan Dewan Pengawas - %
: o Pasal 77
(1) Direksi menyampalkan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdln
- dari Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhir Tahun Buku, dan selanjutnya dlsampalkan kepada KPM
~ untuk mendapatkan pengesahan |
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaJmana dimaksud
- pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka
- . neraca dan perhitungan Iaba/rugl tersebut dianggap disahkan.
~ (3) Tata cara pembuatan, penyampaian dan- pengesahan Neraca dan Perhltungan
- Laba/Rugi Tahunan Perumda Manuntung Sukses dllakukan ‘sesuai ketentuan
| peraturan perundang-undangan v

BAB XV
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA DAN C
| PEMBERIAN JASA PRODUKSI R
- Baglan Kesatu o o - e ‘
 Penetapan Penggunaan Laba ' ‘
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o (3) KPM mempnontaskan penggunaaan laba Perumda Manuntung Sukses untuk_

(1) Penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses diatur dalam anggaran dasar. |
(2) Penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk: o B
a. pemenuhan dana cadangan; = - | S
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontmu1tas pelayanan umum,
pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Manuntung Sukses yang
bersangkutan; :
~ c. dividen yang menjadi hak Daerah; :
d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas
e. bonus untuk pegawai; dan/atau ‘ ;
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan. ketentuan ‘peraturan perundang—
“undangan.

.v‘;
4

i
ot

peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan
dasar, dan usaha perintisan Perumda Manuntung Sukses setelah dana
- cadangan dipenuhi. '
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses d1tetapkan setxap tahun
o oleh KPM. ' :

o S - Pasal 79 ' ‘ .

(1) Perumda Manuntung Sukses wajib meny181hkan Jumlah tertentu dan laba
bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Peny1s1han laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wa_llb dllakukan
sampai dengan dana cadangan mencapai palmg sedlklt 20% (dua puluh persen)

~ dari modal. ’

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagmmana dlmaksud pada ayat (2)‘ '

‘berlaku apablla Perumda Manuntung Sukses mempunyai saldo laba yang

positif. o

o (4} Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari rnodal

- hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Manuntung Sukses.
(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM
dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut dlgunakan

~ untuk keperluan Perumda Manuntung Sukses. ~

o  (6) Direksi harus mengelola dana cadangan . agar dana cadangan terscbut‘

- oleh KPM.

memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatlkan ketentuan
. peraturan perundang-undangan. 5
- (7) Laba yang dlperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam
' perhltungan laba rug1 : ~
» Pasal 80 | i
D1v1den yang menjadl hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah dxsahkan

3 | Pasal 81 | | |
(1) Tantxem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawau palmg
tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

' (2) Pemberian tantiem dan .bonus yang dikaitkan dengan kmerja Perumda
Manuntung Sukses dlanggarkan dan dlperhltungkan scbagau blaya .

Pasal 82 ' v
g Jlka perhxtungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya keruglan
- yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat
- dalam pembukuan Perumda Manuntung Sukses dan dlanggap tidak mendapat laba

, :2'3
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- selama keruglan yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan
| ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENUGASAN PEMERINTAH

o ’ ‘ Pasal 83 S o
fj'(l) Pemenntah Pusat Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemenntah Daerah dapat
- memberikan penugasan kepada Perumda Manuntung Sukses untuk
~~ mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan
- umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tuJuan Perumda
Manuntung Sukses. 1
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlka_]l bersama oleh
- pemberi penugasan dan Perumda Manuntung Sukses sebelum mendapatkan
~ persetujuan KPM. -
(3) Setiap penugasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat dldukung deng
~ pendanaan. | |
' (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa ‘ ‘ E
. a. penyertaan modal Daerah o o §
- b. subsidi; S %
c. pemberian pmjaman, dan/atau . _ o : : o ;
_ d. hibah. : ‘ : ' |
(5) Perumda Manuntung Sukses harus secara tegas melakukan pem1sahan
' pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka .
pencapaian sasaran usaha perusahaan. -
) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib membenkan laporan kepada
- KPM, "
S Penugasan dan Pemerintah Pusat sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) .
~ . dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. f
. (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan
s Peraturan Wah Kota. . .

BAB XVI
DANA REPRESENTATIF

}

- . o Pasal 84

"(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, dlsedlakan'

. dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi. B

(2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan prinsip efisien dan efekt1f dalam rangka pengembangan Perumda

- Manuntung Sukses.
o BABXVII : ) S
' PENGGABUNGAN PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN ‘ ?
PEMBUBARAN
Pasal 85

'(1) Perumda Manuntung Sukses dapat melakukan penggabungan atau peleburian
dengan Perumda lamnya yang telah ada-atau sebaliknya.
(2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dengan Perumda lamnya ,
- yang telah ada atau sebaliknya. d11akukan sesuai ketentuan peraturan’_ '
perundang—undangan -



' BAB xvm B,
KETENTUAN PERALIHAN

.-Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Sumbcr Daya yang ada pada S
jPerusahaan Daerah Kotamadya Tlngkat II Bahkpapan berahh ke Perumda
Manuntung Sukses ‘ : - e : N ; B

" BABXIX.
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kotamadya RS
Daerah’ ngkat I Balkpapan Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah = =
ﬂK_otamadya Daerah ‘Tingkat 11 Bahkpapan sebagaimana ‘telah diubah denganf} i
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Baikpapan Nomor 7 Tahun 1981
‘tentang Perubahan untuk yang Pertama . kahnya Peraturan Daerah " Kotamadya
- Daerah Tlngkat Il Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah =
-Kotamadya Daerah Tlngkat I Bahkpapan, dlcabut dan dlnyatakan tldak berlaku % SR

_ R . Pasal 88 el
;Peraturan Daerah ml mulal berlaku pada tanggal dlundangka_n .

::‘Agar_ s etlap orang mengetahulnya, memermtahkan pengundangan Peraturanﬂ
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bahkpapan R,
- v'iDltetapkan dl Ballkpapan o :. 5 S
- - pada tanggal 20 Agustus 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN EPELEAN TS BT

S M RIZALEFFENDI N

'.Dlundangkan di Bahkpapan I T

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

f SAYID MN FADLI

:f LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 'I‘AHUN 2018 NOMOR4

" NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
o TIMUR (38/4/2018) o

| Sal1nan sesuai dengan ashnya :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
E ' KEPALA BAGIAN HUKUM B .

2 FVNIP 196108061 90031004




PENJELASAN R
ATAS S

PERATURAN DAERAH NOMOR "4 TAHUN 2018 |

: TENTANG : :
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN

1 Umi:m

" Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diémanahkan |

dalam pembukaan Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar
- Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi -
- seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka
. meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah -
_antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar rnembenkan ~
o manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat . S

&

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasﬁkan barang dan/ -

~ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor ‘dan/atau perintis

. (ane Moven) -dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha

swasta disamping sebagai pelaksana pelaksanaan publik, penyelrnbang

kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber’

penerimaan Daerah Kota Balikpapan. , ,
- Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses

- kedepan dalam kegiatan usahanya antara lain Real Estate, Transportasx
. Pergudangan, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan
- dan Pembersihan Limbah dan Sampah, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas o

dan Udara Dingin, kepelabuhanan, pasar, tenaga kerja, parkir dan advemsmg

kawasan tertentu setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

Perusahaan ‘Umum Daerah tidak saja dlharapkan menjadl Agen

Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih
baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap
mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Balikpapan yang berkaitan dengan

‘kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, Output, dan Pertumbuhan termasuk
'~ Outcome, Benefit, dan Impact, sehingga mampu berkompetisi dalam
o perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisai
. perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti World Trade
Organitation (WTO), Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economy .

- Corporation (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/ AEC) dengan ciri

v mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas _
‘antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia. . P

Upaya mengoptimalkan -dan mempertahankan keberadaannya dalam

perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan

Umum Daerah perlu menumbuhkernbangkan budaya korporasi = dan

- profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, kepengurusan dan

pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance). v :

- Peningkatan. Efisiensi dan Produknﬁtas harus tldak saja dllakukan dengan
A restruktunsas1 yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai
" Efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha,
- Kegiatan Usaha, Organisasi, - Mana]emen Keuangan) mclamkan Juga cara o

|

.



: dan manajemen sehmgga dapat bersaing dan beronentaSI global

L | PASAL DEMI PASAL

: 'sebag1an besar modalnya S
.-‘;Ayat (3) , S
St Cukup Jelas

Ayat @

" sebagaimana diubah - dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Codni.

o ‘Pasal 3

s . Pasal 4
Lo Ayat (1)

: embenahan Perusahaan Umum Daerah’ untuk mencapa1 beberapa sasarahf"’i
: pemngkatan klnexja ‘nilai- tambah perusahaan, ~perbaikan struktur keuangan',i;‘

":‘f Memperhatlkan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagalmana dlatur B
~dalam" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = =
W dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk
‘yaitu' Perusahaan Persero yang ‘bertujuan menumpuk keuntungan dan-yang
;-‘;'»f?perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang =
* . Perseroan Terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perum) yang dibentuk .
‘sebagai 1mplementa31 kewa_uban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang =
dan/atau’ jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi
kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha dlupayakan untuk tetap
,,mandlrl termasuk memperoleh laba agar dapat hldup bcrkelanjutan R TP T R

Dengan perahhan nama atau penggantlan nama dari Perusahaan Daerah SR
{Kotamadya Dati II Balikpapan menjadi Perusahaan Umum Daerah B
Manuntung Sukses mcngaklbatkan beralihnya pengcndahan Perusahaan AN
Daerah Kotamadya Daerah . Tingkat II Balikpapan kepada - Perusahaan
Umum Daerah Manuntung Sukses termasuk pengendahan seluruh atau DR

: _»Jangka waktu berdlrmya Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses.
;terhltung se_]ak berdirinya Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tlngkat
11 Balikpapan ‘berdasarkan Peraturan Daerah" Nomor 02 Tahun* 1976
tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah ‘Tingkat .1I- Bahkpapan R

' Tingkat II Balikpapan Nomor 07 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk -
. yang pertama kalinya Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Kotamadya
“Daerah Tingkat: II Bahkpapan ‘dan sampai dengan dlterbltkannyajji S
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses - ,'

Dalam rangka efisiensi Pengendahan kebijakan, ‘penguatan rantai
" aktivitas untuk mencapai = nilai perusahaan ‘serta - menmgkatkanv-;,‘i
'_ﬂek31b111tas Perumda Manuntung Sukses, maka bldang keglatan usahai o



antara lain: Real Estate, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur
Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah, Pengadaan '

a)

' fr_(i'penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan =

Listrik, 'Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Transportasi dan
- Pergudangan, Kepelabuhanan, pasar, tenaga kerja, parkir, dan advertlsmg v
o kawasan tertentu dengan penjelasan yang dxmaksud -

?
i
H
1

Real Estate . : o
Lingkup kegiatan usaha ini mencakup/ mehpuu pembehan

tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik

. sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk .

. penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau -

- tahunan. Di sini juga mencakup pembangunan gedung untuk .

b

- keperluan sendiri.

- Lingkup kegiatan usaha ini mcncakup/ mehputx penyedlaan

Transportasi dan Pergudangan %

angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun
~ tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau

udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal -

- dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain- lam Termasuk -
- dalam kategon ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudl

- ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan

atau operator, juga kegiatan pos dan kurir. s

~ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan '

dan Pembersihan Limbah dan Sampah ‘ A
Lingkup kegiatan usaha ini mencakup/ mehputt , keglatan :

berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat

atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat
~_ mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan . limbah

 produksi lainnya. Keglatan pengadaan air termasuk kategori ini,

sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadt input dalam proses

karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya
 dengan atau oleh unit yang - terlibat dalam pengolahanv

.‘d)

- limbah /kotoran.

Pengadaan Listrik, Gas, Uap / A1r Panas dan Udara Dmgm ' ' ,

“Lingkup kegiatan - usaha ini mencakup/meliputi keglata'n :

’ekonoml/ lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap .
. panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa

_infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat

ditentukan dengan past1 termasuk keglatan pendistribusian listrik,

- gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik

atau gedung tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup :
pengoperasian mesin - (pembangkit listrik dan gas, - yang

- menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas.

- Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC pendlngm ruangan)

Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air

bersih dan pembuangan limbah/kotoran, tidak = mencakup
- (khususnya jarak jauh) angkutan gas mela1u1 saluran plpa S
- Kepelabuhanan S
- Lingkup kegiatan usaha ini mencakup usaha Jasa pelayanan

kepelabuhanan laut yang berhubungan dengan angkutan air untuk

© penumpang, hewan dan barang, seperti pengoperasum fasilitas

~ terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian
 kalur air dan lain-lain, navigasi, pelayanan daa. keg.atan berlabuh,
o Jasa penambatan dan jasa pemanduan s o

i
i
i
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' Pasal S .
Ayat (1) | | | N |

‘ hurufa S . . AR e
Pcnyertaan Modal Daerah adalah pengahhan kepemlhkan barang- :

- milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan
 yang tidak dapat dlplsahkan menjadl kekayaan yang dlplsahkan' :

ﬂ
. Golongan ini mencakup kegiatan investasi. potensial pasar
penerimaan dan keberadaan produk dan kebiasaan membeli

. pelanggan dan pengembangan produk baru, termasuk analisa
. statistik hasil penelitian, investigasi sampai pengumpulan pendapat

‘Tenaga Kerja ‘ :
~ Subgolongan ini mencakup pendaftaran pekexjaan dan penempatan

‘masyarakat tentang masalah politik, ekonomi dan .sosial dan :

analisis statistik dari masalah-masalah tersebut

. tenaga kerja pada suatu pekerjaan, dimana’ seseorang yang

o ditempatkan bukan sebagai pekerja dari perusahaan penempatan }

tenaga kerja.
Sub golongan ini mencakup:

-
i

1. pencarian pekerja atau buruh, penyelesalan dan penempatan |

termasuk pencanan dan penempatan pekerJa atau buruh
eksekutif; . ]

2. jasa pemilihan pemain teater dan sc;emsnya Jasa penempatan

~_perpakiran di luar badan jalan lainnya.
- Advertxsmg Kawasan Tertentu (Periklanan) ‘
- Kelompok ini mencakup usaha berbaga1 jasa penklanan (balk

~tenaga kerja online; . o o

3. jasa penyaluran tenaga kerja tuna karya L a ; -
Sub golongan ini tidak mencakup kegiatan Jasa atau sponsor arﬁs :
~ dan pemain teater perorangan. DU S

Parkir -
Kelompok ini° mencakup usaha penyelenggaraan parklr di luar )
- badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat d1

1
H

gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan Jasa
A i ,

- dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi- Jasa

“‘bantuan  penasehat, = kreatif, produksi bahan perlklanan ‘

- penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan

perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk sepertl

~ tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya, penmptaan dan

penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-
* panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur
- .dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus,

- media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk

‘berbagai macam media iklan permohonan iklan udara (aenal

advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh- 1k1an,

- penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau. bllboard. o
- dan lain-lain, pencxptaan stan serta struktur dan tempat pamer
g lainnya dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain
o yang d1tu3ukan pada penarlkan dan mempertahankan pelanggan,
- seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan’ (pomt of sale), '
‘iklan surat (dtrect mazl), konsultam pemasaran : - o

Ayat @

Cukup jelas

H
b
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- untuk dlperhltungkan sebagai Modal daerah pada Perusahaan

T
H

H
H.
!

Umum Daerah Manuntung Sukses.

' Yang ‘dimaksud dengan dipisahkan adalah pemlsahan kekayaan

daerah -dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah = Kota
Balikpapan ‘ untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada

~ Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses untuk selanjutnya . "
- pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem

anggaran. pendapatan dan belanja daerah narnun pembinaan dan
pengelolaannya didasarkan pada prinsip- pranIp Perusahaan yang
sehat S

hurufb Sl S - i

hurufc - - ‘ . o .
" Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa ‘dari Pemenntah

Pinjaman adalah semua transaksi yang mengaklbatkan
Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari

- pihak lain sehingga Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses

dibebani kewajiban untuk membayar kembah o o :
Pinjaman ada 3 (tiga) jenis: "

- 1. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman jangka waktu kurang

- atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban
. pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga
dan biaya lain seluruhnya harus dimuat dalam tahun anggaran.

- 2. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dalam jangka

“waktu lebih dari satu anggaran dan kewajiban’ membayar
“kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya »

lainnya yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang udak
-~ melebihi satu _]abatan Direksi yang bersangkutan

‘”73;3‘;P1njaman ‘jangka = panjang merupakan pinjaman Perumda

* Manuntung Sukses dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
~ anggaran dan kewajiban pembayaran - kembali pinjaman
meliputi Pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang harus
‘dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

= persyaratan peljanjlan pm_;aman yang bersangkutan [

Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan, Perusahaan Publik/privat
kepada Perumda Manuntung Sukses yang secara spesifik
ditetapkan peruntukannya bersifat tidak Waij dan tidak mengxkat
serta tidak secara terus menerus yang bcrtujuan un*uk menunjang

~ penyelenggaraan urusan pelayanan publik. S

hurufd> : . v . B

Ayat (2)

Cukup _]elas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)

Cukup Jelas

- Sumber Modal lainnya adalah antara lam keuntungan rcvalua31-

aset, baik aset yang berasal dari penyertaan modal daerah,

pinjaman Perumda Manuntung Sukses dan Kap1ta11sas1 cadangan o
termasuk obligasi yang dikelola berdasarkan pada. pnn81p prms1p o
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